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BUPATI PIDIE,

bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru
Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang
damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan
berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut,
Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi
Aceh, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat;
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus, merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten;
bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah/Qanun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk dan
menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a381);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
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lndonesia Nomor 48a4;
5. undang-undang. &



i. Undang-Unciang iriomor 33 Tahun 2AA4 ieniang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembai'an iiegai'a Repubiik lndonesia Tahun 2AA4
Nomor 126, Tambehan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor aa3$;

6. Undang-Unciang Nomor ii Tanun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik lndnesia Tahun ?AAC
Nomor 62,Fambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2AAg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
504e);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahurr 1983 Noi-rlor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51ail;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik lndonesia Nomor 47 i.'ii

l0.Peraturan Pemei'intah Nornor 69 Tahun 2A1D tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pungutan Pajak
Daerah cian Retribusi Daerah (tembaran i.legara Republik
lndonesia Tahun 2G1C Nomor 119, Tambahan Lembaran
i.,legara Republik lrrdoiiesia i.iomor 51 61 );

1 1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2OA7 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembai'an Daerah Nanggi'oe Aceh
Daruusalam Tahun 2A07 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

12.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11).

haneran Dareafr rir ran Flarcarna
-v..l,saa 

, vr9v] atssat yvt9strrs

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KA-BUPATEN PiDiE
dan

BUPATI PIDIE
MERfiUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTT|AN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksudkan dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.

2. Pemerintah

F-^
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Pemerintah Kabupaien adalah Pemerintah Kabupaten Ficjie.
tsupati adalah Bupati Pidie.
Deq,van Penvakilan Rakyat Kabupaten yang seianjutnya disebut DPRK acjaiah
Dewan Pen+,akilan Rakyat Kabupaten Pidie.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah
SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie.

6. Dinas Pengeloiaan Keuangan dan Kekayaan Daerah edaiah Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.

7. Peraturan Buoati adalah Peraturan Buoati Pidie-..' --r8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie.
L Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang

pei'pajakan daei'ah sesuai dengan peratui'an perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakuken usaha yang
meiipuii perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan iainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, organlsasi sosial politik atau organisasi yang sejen!s,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

1'1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus Cisediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan b,arang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh oi'ang pribadi atau Badan.

i4. Retribusi Penyediaan danlatau Penyedotan Kakus yarrg selanjutnya disebut
Retribusi, adaiah pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus oleh Pernerintah Kabupaten.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.

4a
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Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adala.h suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bata=s

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Kabupaten.
Surat Setoran Retribusi Daei'ah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau pen-l,etcran retribusi yang telah dilakukan dengen
menggunakan formulir atau ielah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melali.ritempat pembayaran yang elitunjuk oleh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
sui'at keteiapan ,*eiribusi yanE ffienentukan besarny"a jumlah pokok retribusi
yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selaniutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan reiribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

yang
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retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

6/z t. Durat.



21. Surai Tagiharr Reii=ibusi Daerah, yang seiarijutnya disingkat STRD, adaiah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga daniaiau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan perundang-undangan tentang retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
i^^.^t- r,^h^ $^Fi^,.Ii ^^*^ rtzan +araan^t.^^.,^Laasr dr t yat 19 r,grJclur oEr r.cl i r rcr rcr r rLrr\ar r lgr ocil rv^ar rya.

BAB II
iiAillA, OtsiEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan Rama Retribusi Penyeeiiaan dan/aiau Penyedotan Kakus dipungut
Retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Fcmerintah
Kabupaten.

Pasal 3
(1) Obiek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus

oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan penyediaan danlatau penyedotan kakus ,vang disediakan,
dimiiiki daniatau dikeiola oieh BUlvtN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikrnati pelayanan

penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang Ciberikan oleh Pemerintah
Kabupaten.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah menikmati
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Penyediaan daniatau Pe;'r;-'edotan Kakus digalongkan ke dalam
Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB iV
GARA MENGUKURTINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan lokasi fasilitas
penyediaan dan/atau penyedotan kakus.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

TARIF RETRTBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan

memperhatikarr biaya penyediaan jasa yang bei-sangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan,biaya bunga, dan biaya modal.

BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARAN TARTF RETRIBUSI

Pasal 8
Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No Objek Retribusi Tarlf lkali penyedotan ( Rp )

1

2
3

4
5

n^-.,^J^t^ ^ I:^-^1- l^-^, .L L..^^^^^r Er lysuLLCU rrJ6u crN rEr r rPur l uucU rvieil
0 km sampai dengan 10 km
11 lzm aamnai z.lanaan 111 lr,mr r nrlr oqrrrPqr vurrvqrl av Rlll

21 Km sampai ciengan 30 km
31 km sampai dengan 40 km
41 km keatas (dalam Kabupaten Piciie)

1s0.000.-
200.000.-
250.000.-
300.000.-
350-000.-

Pasal 9
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling

iama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
//21\ l-f ^-:^:^..^- l^-;.( l-l^l-:I^..^; ^^l^^-^:-^^^ -l:*^1-^,.J ^^J^ ^.,^L r4 \ J:1^r-..1-^-
\z) rulilrududil lailr r\EUruusr sEudgallil4ild ulilransuu Pdud aydt \ r,, uild^ur\dn

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ciitetapkan ciengarr Peraturan Bupati.

BAB VII
larra Itrl I I AFlal laa^r l+r trWILA I AH TEMUNIJU I AN

Pasal 10
Reiribusi ciipungut cii wiiayah Daerah tempat fasilitas peiayanan penyeciiaan
dan/atau penyedotan kakus beracia.

BAB VIII
PEidUNGUTAN

h^^ ^t l arasat I i
(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.



/^\ n^r-_-----.^ t-:_ J:-^--^_^--t,^- __t_ _^- _:_--__ _ _t:--_ _r__-__r _- _ _r_ tu\tz) LrliK.urtlefr tatrt yailg LltpefsamaKafl se0agatrnafla orrnirKsuo paga ayaa \l)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen iain
yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

tsAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang ejiiunasi sekaiigus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan
tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

{3) Dalam hal Wajib Retribusi teftentu iieiak rnernbayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratit berupa bunga sebesar 2o/o

(dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4> Bupati atas permohonan Wajib R.etribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga
^^I^.^^^- ao/ t),,^ ^^-^^^\ ^^L..1^^DELTEDaT Z. /O \\rUA pEr DEr r/' >rruLrrcil i./E\ -rtacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran clan penundaan\ul tc
pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atar,r tempat

lain yang ciitetapkan oieh Bupati.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal ,{4
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika

Waiib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pade wakJunya etau
kurang rnenrbayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
-J----- O..-^+ T^^..-^-uEl rvdr I our dr. I Evul cll r.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditarnbah dengan sanksi dministrative berupa
bunga sebesar 2Yo (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

tsAB XI



BAB Xi
KEBERATAN

Pasai i5
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat

yang diturrji:k atas SKRD atau dokumen iain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disedai

ember -alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar keknasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3i adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayai' Reti-ibusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Fasal i6
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bularr sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus ember keputusan atas keberatan yang ciiajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka ktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah le'+;at dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianaqao dikabulkan,

,.,\ ti,-^ ^^^^^..,,^A ,-^r^^.^+^^ ",,1:::l]I ^^h^^i^h ara,r ^^,,,r,,rrh,,^ D.nari
\ t/ \rrl\cr vcllsjdludt I ,\ELrElcil.dtr LrrnauLrrNcilr DELrclvrerrr erLoL.r oEruraJriiryo, LrLrPclu

menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran
Retribusi Cengan Citambah imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan
untuk paiing iama 12 (dua beias) buian.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihiturrg sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBAL|AN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18
(1) Atas kelebihan pembayaran R.etribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

pernnohonan pengembalian kepada Bupaii.
(2) Bupati dalarn jangka waktu pating lama 6 (enam) bulan, sejak diterlmanya

pei'mohonan pengembalian kelebihan pemba'yai'an Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pei'mohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian



(5) Pengembalian keiebihan pembayaran Reiribusi sebagaimana dimak-sud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
d iterbitkan ny'a SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

tsAB Xiii
KEDALUWARSA

Pasal t9
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecualijika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada aitat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
T^^. ..^^ $ar^^l^..1I EgUr clr r (si -EUU(.

(4) Pengakuan hutang Reti'ibusi secara iangsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah ib Retribusi dengan kesadarannya merlyatakan
----^:L ..^-.^^....-..-: L..a--- n^a-:L..-: l-- L-1..-- 

--1,,'.--:.-.-- 
l----J-llidUitl trlelllPUllyal ilUtclllg t\Cl.l lUuUl udll uululll lllUlUlldltlllya nePaua

Pemerintah Kabupaten.
(5) Pengakuan hutang Reiribusi secara tidak iangsung sebagaimana ciimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 20
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapi-iskari.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagairnana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata eara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XiV
PEMER-IKSAAN

Pasai 2f
(1) Bupati benruenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribiisi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

/A\ lir_!:t-(z) vvajrp



i2) Vtaltb Retribusi yang ciiperiksa wajib.
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya cian dokumen lain yang berhi;bungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(.3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal22
(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus

disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

{2) Sebagian hasii penerimaen Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan
yang berk-aitan langsung dengan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan
kakus.

(.3) Pengalokasian sebagian perrerirnaan Reiribusi sebagairnana dimaksud pada
ayal {2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kahrroaten'--"-'1-''" -'

,^,. -^,.,P1?J,YI,^,,r A .,,tlrgLlrlll I LlttvttvlJ IttlI

Pasal 23
(1) instansi yang melaksanakan pemunguian Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kirrerja teftentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ay-at (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ditindaklaniuti
dengan Peraturan Bupati.

B-A.B XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Femerintah Kabupatem

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan
tindak pieiana di bieiang R.etribusi Daerah, sebagaimana dimaksuei ciaiarn
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

i2) Penyidik sebagai,=nana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketenfuan perundang-unclangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, meneari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keteranoan atarr lanoran tersehrri meniadi lehih lenokan dan ielas''-r-'-' "r--"--""-"J"-r -*" t-'-'-,



itr

b. Meneliti, mencari, dan mengumpuikan keierangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan ciengan tincjak pi0ana Retribusi Daei-ah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
nencatatan rlan dnklmen lain serfa melaktkan nenvilean terherlan
bahan bukti tersebut;

f. Memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
^^^.,:-lil-^^ +:-.1^l- ^i-l^^^ l: L:-r^^^ D^+-it^..^i rr^^-^L.
PErryrur^drr urtL.lcrn vl\tdtId ut LIUcUtv ngutl.ruDt L.rctutcltI,

g. Menyuruh berhenti daniatau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa
:l^-a:a-- L^--l^ )--t-L-- - ^t^l-- ---^-- ^t:l^^---^-tuenutas otang, IJenoa, uatl/atau uuKuilreil yailg utuawa,

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

: ll ----:l - ---a--l- -l:-l------- I 
-r--- -l- - -l:----:l l--- 

-:i. ivrerfiailggil urailg uil[uK urueflgar Kerctarlgalrilyir uirrt ulpeilKsa seuagat
tersangka atau saksi,

j Menghentikan penyidikan; dan/atau
k= Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik lnclonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVlil
KETENTUAN PIDANA

Fasai 25
(i) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

BAB XIX-

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
!-ta!-hai yang beium diatur dalarn Qanun ini, seoanjang mengenai peiaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal2T
Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun
2042 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dinyatakan tidak beriaku.
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Pasal 26
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengunciangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan cii

Pada tanggal

[./ru*o'

: Sigii

!nlrilJ1tr

EYAVAL

r
ICMAIL

Diundangkan : eii Sigii

INA UTAMA MUDA
19611130 198803 1 042

LEivIBARAN DAERA.H KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NLJIUUK Z4

Pada tanggal : 2t gr?rgr\4BgR tol M

A 22 9lewet l4A t)il ^-.,^- ^. , 1 -.rV DtrI\KE IAI(ID UAEr(AFI, \.2+ --?



PENJE SAN
ATAS

GANUN KABUPATEij PIDIE illOfi,r'CIR 24 HUN 20i1
TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DANIATAU PENYEDOTAN KAKUS

r , tlrt rlrt- t lylutvt
Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyeleng ganan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten
berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberi
kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian
kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Llndang Nomor .3? Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daei'ah, perluasan kev,renangan i'eti'ibusi tei'sebut dilakukan dengan
memperluas bebei-apa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan periuasan basis retribusi yang disedai dengan pemberian kewenangan
dalam penetapan tarif tersebut, maka ciiharapkan kemampuan Kabupaten
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

n-^^t arasat z
Cukup jelas.

h^-^t arasat J
Cukup jelas.

- -t ,rasal +
Cukup jelas.

Pasai 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasai 7
Cukup jelas.

Pasai 8
Cukup jelas.

L2
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Fasai 9
at (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
at (s)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun
perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar
dan/atau besarnya tarif tidak efektit lagi untuk mengendalikan
permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif
retribusi.

n___l , rasat tu
Cukup jelas.

6_ _ _t a 
^rasat r r

Cukup jelas.

Pasai 12
Cukup jelas.

Pasal i3
Cukup jelas.

Fasai '!4

Cukup jelas.

n-^-t , Fraisat tc
Cukup jelas.

n^-^,4-rasal lo
Cukup jeias.

d---t l-rasat I /

Cukup jelas.

I l6rasat to
Cukup jelas.

h___t,Arasat tY

Cukup jelas.

?asai 2A
Cukup jelas.

Pasai 21
Cukup jelas.

Pasai 22
Cukup jelas.

Pasai ,, .Q
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Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan Bemungutan"
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan
Dewan Peniv,akilan Rakyat Kabupaten yang membidangi masalah
keuangan.

Ayat (3)
a-..1-..^ i^l^^vu^uF, Jsrdu.

Pasal 24
^--t_----:_t__uuKUp jeias.

Pasal 25
n..l-..-- :^t-^uuKup Jeras.

Pasal 26
a--t-----:^t_-rvuKUp Jelas.

Pasal2T
a-.t----_:_a__{euKUp Jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.


